BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ Zo857/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN TABALONG

Menimbang

Mengingat

PERIODE TAHUN 2025-2030
BUPATI TABALONG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan
Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas
Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan
Orang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 69
Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta
melaksanakan pencegahan dan penanganan tindak pidana
perdagangan orang, perlu membentuk gugus tugas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Gugus Tugas Pencegahan
dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di
Kabupaten Tabalong Periode Tahun 2025-2030;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 1II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756);
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2720);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang
Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish
Trafficking in Persons, Especially Women and Children,
Supplementing the United Notions Convention Against
Transnational Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah,
Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama
Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapai Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana
Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Pengesahan Optimal Protocol to The Convention on The Rights
of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and
Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak
Anak Mengenai Penjualan Anak, dan Pornografi Anak)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5330);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pengesahan Asean Convention Against Trafficking in
Persons, Especially Women and Children (Konvensi ASEAN
Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan
Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
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Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6135);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus
Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas
Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan
Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 107);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan
Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 984);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Bagi Saksi
dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1255);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan
dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2017 Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun
2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 06), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2019 tentang
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Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 07);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan
Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Tabalong
Periode Tahun 2025-2030 dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan
masalah tindak pidana perdagangan orang di wilayah
Kabupaten Tabalong;

b. melaksanakan advokasi, pelatihan dan kerjasama di
wilayah Kabupaten Tabalong;

c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan
korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan
reintegrasi di wilayah Kabupaten Tabalong; dan

d. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan
pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan
di wilayah Kabupaten Tabalong.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Tabalong dan sumber-sumber
lain yang sah dan tidak mengikat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung ,

pada tanggal Z (F<#/ Z02S.

BUPATI TABALONG,

3| ASISTEN l .
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Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan Dp. Kepala DPPPAKB Provinsi
Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Anggota Gugus Tugas yang bersangkutan.




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ ZoS /2025
TANGGAL 2 Joul Zezs.

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN TABALONG
PERIODE TAHUN 2025-2030

NO. JABATAN DALAM JABATAN DALAM KET
DINAS/INSTANSI GUGUS TUGAS

1. | Bupati Tabalong Pembina

2. | Wakil Bupati Tabalong Pengarah

3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Ketua

4. |Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Wakil Ketua
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten
Tabalong

5. | Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Sekretaris
Kabupaten Tabalong

6. | Kepala Kepolisian Resort Tabalong Anggota

7. | Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong Anggota

8. | Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Anggota

9. | Ketua Pengadilan Agama Tanjung Anggota

10. | Kepala Kantor Kementerian Agama Anggota
Kabupaten Tabalong

11. | Komandan Kodim 1008 Tanjung Anggota

12. | Kepala BNN Kabupaten Tabalong Anggota

13. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Anggota
Aset Daerah Kabupaten Tabalong

14. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Anggota
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Tabalong

15. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Anggota
Kabupaten Tabalong

16. | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Anggota
Daerah Kabupaten Tabalong

17. | Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Anggota
Tabalong

18. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Anggota
Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong

19. | Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Anggota
Tabalong

20. | Kepala Dinas Kesehatan  Kabupaten Anggota
Tabalong
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21. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Anggota
Kabupaten Tabalong

22. | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Anggota

23. | Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Anggota
Tabalong

24. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Anggota

Kabupaten Tabalong

25. | Kepala Dinas Kependudukan dan Anggota
Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong

26. | Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Anggota
Pariwisata Kabupaten Tabalong

27. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Anggota
dan Desa Kabupaten Tabalong

28. | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Anggota
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tabalong

29. | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Anggota
Badaruddin Kasim Tanjung

30. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Anggota
Kabupaten Tabalong

31. | Kepala UPTD PPA Kabupaten Tabalong Anggota

32. | PUSPAGA Bunga Tanjung Kabupaten Anggota
Tabalong

33. | Kepala Puskesmas se-Kabupaten Tabalong Anggota

34. | Camat se-Kabupaten Tabalong Anggota

35. | Lurah se-Kabupaten Tabalong Anggota

36. | Kepala Desa se-Kabupaten Tabalong Anggota

37. | Ketua FAD Kabupaten Tabalong Anggota

BUPATI TABALONG,
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